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BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 57 TAHUN 2023 
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  SRAGEN,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum sekaligus acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya standar operasional prosedur pelayanan perizinan;



b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor        5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko pasal 21 Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi Pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
MEMUTUSKAN:
	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkap SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko.
7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

8. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

9. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

10. Lembaga   Pengelola   dan   Penyelenggara   OSS   yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

11. Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   yang   selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan   proses   dimulai   dari   tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
15. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Gedung yang selanjutnya disingkat SKKLH adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

16. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PKPLH adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari P
emerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL/UPL.

17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 
BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis Risiko agar berjalan secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. mewujudkan standarisasi proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis Risiko;
b. menertibkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah; dan  

c. meningkatkan kualitas pelayanaan kepada masyarakat;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup SOP Perizinan Berusaha berbasis Risiko memuat komponen sebagai berikut:
a. persyaratan dasar pelayanan Perizinan Berusaha:
1. SOP PKKPR;
2. SOP PBG;

3. SOP SLF; dan
4. SOP Persetujuan Lingkungan:
a) SKKLH;
b) PKPLH; dan
c) SPPL.
b. pelayanan Perizinan Berusaha:

1. SOP OSS Risiko rendah;
2. SOP OSS Risiko menengah rendah;

3. SOP OSS Risiko menengah tinggi; dan
4. SOP OSS Risiko tinggi.
(2) SOP Perizinan Berusaha berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV 

PRINSIP

Pasal 5
SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. kemudahan dan kejelasan;
b. efisiensi dan efektifitas;

c. keselarasan;

d. keterukuran;

e. dinamis;
f. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani;
g. kepatuhan hukum; 
a. kepastian hukum;

b. konsisten;

c. komitmen;

d. perbaikan berkelanjutan;

e. mengikat;

f. seluruh unsur memiliki peran penting; dan

g. terdokumentasi dengan baik. 
BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.   
	
	Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 19 Desember 2023
          BUPATI SRAGEN,


ttd


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



Diundangkan di Sragen

pada tanggal 19 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


ttd
                   HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 57
SALINAN








